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TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 
 

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN MINAHASA, 

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan 
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan 
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023; 

  2. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan 
Keputusan Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Tahun 2023; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme; 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah; 

  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ; 

  13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

  14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

    
   15. Peraturan.......... 
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  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah; 

  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

  17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;  

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Minahasa; 

  24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009     
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028; 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Minahasa; 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023; 

  27. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang 
Penetapan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 
serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa; 

  28. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan 
perizinan berusaha dan non berusaha terintegrasi secara 
elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 
Minahasa. 

    
    
    
    
    
    
    
   MEMUTUSKAN :………. 



     
Tembusan : 
1. Bapak Bupati Minahasa 
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa 
3. Inspektur Kabupaten Minahasa 
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2022 
sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 

    
KEDUA : Indikator Kinerja Utama  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa merupakan 
acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun 
dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai 
dengan Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Minahasa 
berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan. 

    
KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi 

terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa 
melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa. 

    
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
    
    
    Ditetapkan di : Tondano 
    pada tanggal  :   10   Januari 2023 
     
    KEPALA DINAS, 
     

    
 

    MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si 
    PEMBINA UTAMA MUDA 
    NIP. 19660506 199003 1 013 



 

Lampiran :   Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
  Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa  
Nomor :    06/SK/DPMPTSP/I/2023    Tahun 2023 
Tanggal :  10   Januari 2023 
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 
2023 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

Tujuan Sasaran Program Indikator Kinerja Output 
Meningkatnya kualitas 
pengelolaan keuangan 
daerah, pengendalian 
dan evaluasi 
pembangunan dalam 
rangka penyelenggaraan 
pemerintah daerah 

 Tingkat sistem 
akuntabilitas kinerja 

Peningkatan Investasi di 
Kabupaten 

 Jumlah nilai investasi 
berskala nasional 
PMDN/PMA 

 Peningkatan Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten /Kota 

Kepuasan stakeholder 
terhadap pelayanan 
penunjang urusan 
perangkat daerah 

 Peningkatan Pengembangan 
Iklim Penanaman Modal 

Jumlah kebijakan 
investasi bagi 
peningkatan iklim 
investasi dan realisasi 
investasi 

 Peningkatan Promosi 
Penanaman Modal 

Jumlah investor berskala 
nasional (PMDN/PMA) 

 Peningkatan Pelayanan 
Penanaman Modal 

Nilai realisasi 
penanaman modal 

  Nilai SKM terhadap 
layanan publik 

 Peningkatan Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

Jumlah pemantauan, 
pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan 
penanaman modal 

 

 

 
 

KEPALA DINAS, 
 
 

 

MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19660506 199403 1 013 
 
 


